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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik 

dismissal process di Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepala daerah Tahun 2024, maka 

dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan 

Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 

adalah Praktik dismissal process didasarkan pada pendekatan normatif 

prosedural yang menekankan aspek kewenangan, legal standing, 

tenggang waktu pengajuan, ambang batas selisih suara, serta kualitas 

pembuktian. Pendekatan ini mencerminkan posisi Mahkamah 

Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional yang berorientasi pada 

kepastian hukum dan efektivitas peradilan. Praktik dismissal process 

secara konseptual berfungsi sebagai mekanisme penyaringan 

konstitusional, agar Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perkara 

yang benar-benar relevan dengan sengketa hasil perolehan suara. 

Namun dalam praktiknya, dominasi Putusan dismissal menunjukkan 

bahwa keadilan prosedural lebih diutamakan dibandingkan keadilan 

substantif. 

2. Konsekuensi hukum dari praktik dismissal process terhadap hak 

konstitusional peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 

adalah bersifat ambivalen. Di satu sisi, dismissal memperkuat 
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kepastian hukum dan stabilitas hasil pemilihan. Di sisi lain, dismissal 

berpotensi membatasi akses keadilan dan perlindungan hak 

konstitusional, terutama ketika dugaan pelanggaran substansial tidak 

diperiksa pada pokok perkara.Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi 

berada pada posisi dilematis antara menjaga efektivitas peradilan dan 

menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi dan pelindung 

hak konstitusional peserta pemilihan umum. 

B. Saran 

 Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Agar Mahkamah Konstitusi, melakukan pengembangan pendekatan 

yang lebih proporsional dalam penerapan dismissal process, khususnya 

dengan membuka ruang penilaian substantif terbatas terhadap dugaan 

pelanggaran serius yang berpotensi merusak integritas pemilu, 

meskipun secara formil tidak sepenuhnya memenuhi ambang batas 

tertentu. 

2. Agar dalam pembentuk Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi 

terhadap ketentuan ambang batas selisih suara dalam sengketa PHPU 

Kepala Daerah, agar tidak semata-mata bersifat kuantitatif, tetapi juga 

mempertimbangkan kualitas pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang 

jujur dan adil. 

3. Agar peserta pemilihan umum dan kuasa hukumnya, dapat 

meningkatkan pemahaman hukum acara Mahkamah Konstitusi supaya 
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permohonan yang diajukan tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga 

memenuhi standar normatif dan konstitusional. 

4. Agar dalam penelitian yang akan dilakukan akademisi dan peneliti 

hukum, penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih mendalam terkait 

keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam penyelesaian 

sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. 
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